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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 852/MENKES/SK/1X/2008
TENTANG

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS

MASYARAKAT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup
bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis
lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta
mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang
berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development
Goals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Strategi Nasional
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Noemor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3699);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerinta an Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi d 1 Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 — 2009;



12.

13.

14.

15.

19.

Kedua :
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/ 1999
tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/
2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan
Lingkungan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/I11/ 2003
tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/ 1990
tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/ 2002

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/
PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X|/

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XI1/2007;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/
2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005
- 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI
NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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Ketiga :

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi
acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)
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Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor

: 852/Menkes/SK/IX/2008

Tanggal : 9 September 2008

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS

MASYARAKAT

|. PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah
air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil
studi Indonesia Sanitation Sector Development Program
(ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih
berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun
dan tempat terbuka.

Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di
Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci
tangan adalah (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelah
membersihkan tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan
14%, (iv) sebelum memberi makan bayi 7%, dan (v)
sebelum menyiapkan makanan 6 %. Sementara studi BHS
lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah
tangga menunjukan 99,20% merebus air untuk
mendapatkan air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebut
masih mengandung Eschericia coli.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka
kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka
kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per
seribu penduduk pada semua umur dan 16 provinsi
mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan Case
Fatality Rate (CFR) sebesar 2,52.
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Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi
terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan
melalui hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare
menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat
terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci
tangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan air
minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan
mengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut,
kejadian diare menurun sebesar 94%.

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene
dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free
dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun
2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2004 — 2009. Hal ini sejalan
dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target
Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara
berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk
yang belum mendapatkan akses.

Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telah
melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melakukan
uji coba implementasi Community Led Total Sanitation
(CLTS) di 6 Kabupaten pada tahun 2005, dilanjutkan dengan
pencanangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatan
pada tahun 2006 di Sumatera Barat serta pencanangan
kampanye cuci tangan secara nasional oleh Menko Kesra
bersama Mendiknas dan Meneg Pemberdayaan
Perempuan tahun 2007.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagai
lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non
pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang
air besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006
sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai
500 desa. (Depkes, 2007).
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Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat
berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan
sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak
memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku hygienis
dan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi
yang baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengan
tugas dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leading
sektor Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasis
masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahan
perilaku hygienis.

Maksud Dan Tujuan

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini
merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait
dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Pengertian

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang
selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan
untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui
pemberdayaan masyarakat dengan metode
pemicuan.

2. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang
berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan
kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.

3. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut
sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu
dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

4. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

5. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang
selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu
proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan



